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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peran 

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa 

Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty 

in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha 

atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan 

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu 

peristiwa. 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan 

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap 

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya. 

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan 

menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut 

pandang.Berdasarkan pelaksanaanya peranan sosial dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki 

peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan 

ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;  

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana 

sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaanya lebih 

luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan 
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yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi 

kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.  

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran 

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, peran tidak 

hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan 

wewenang yang dimiliki oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Cirebon, seperti perannya dalam bidang Keselamatan 

Berlayar, Penjagaan dan Patroli yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon. 

 

2.2 Pengertian Syahbandar 

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan 

Bandar Menurut Randy Y.C. Aguw (2013 : 46). Syah berarti penguasa dan 

kata Bandar berarti pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan 

sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan 

punggah dan jembatan-jembatan muat, dermaga-dermaga dan cerocok-

cerocok dan tempat-tempat kepil lainnya yang lazim digunakan oleh kapal-

kapal, juga daerah laut yang dimaksutkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-

kapal yang karena syaratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-

batas tempat tempat kepil yang lazim digunakan. 

Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh 

Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 

Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi dalam melaksanakan 

koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan dan kegiatan 

institusi pemerintah lainnya di pelabuhan.Syahbandar menurut etimologi 

terdiri dari Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan Bandar berarti 
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pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat 

labuh, tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan muat, 

dermagadermaga dan cerocok-cerocok dan tempat-tempat kepil lain yang 

lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan 

sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena sebabnya tidak dapat 

masuk dalam batas lazim digunakan. 

 

2.3 Pengertian Otoritas 

Istilah otoritas dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan secara 

sah kepada seseorang, kelompok ataupun instansi untuk patuh terhadapnya 

karena didukung oleh norma dan peraturan yang dibuat. Menurut Hamid 

(2012:47) otoritas mengacu pada hubungan formal antara pembuat kebijakan 

dengan warga negara. Sedangkan, menurut Hidayat (2013: 569) otoritas 

dimaknai sebagai kekuasaan yang dilembagakan berkaitan dengan negara.  

Sehingga, keberadaan sebuah otoritas sangat penting dalam kehidupan 

bernegara melihat adanya keselarasan sosial yang timbul dengan 

dibuatkannya peraturan dan norma bagi rakyat maupun negara, agar 

pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sejahtera. Contoh sebuah 

otoritas dalam pandangan Max Weber seperti pemimpin dalam sebuah 

organisasi yang dipilih secara sukarela oleh anggotanya karena diyakini dapat 

memberikan pengaruh dalam berjalannya organisasi. 

 

2.4 Pengertian Pelabuhan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau 

perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa 

terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 

serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 
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Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, 

Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta 

kendaraan air lainnya untuk menaikan dan menurunkan penumpang, bongkar 

muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan 

ekonomi.  

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari 

area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan 

bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik 

turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi 

lainnya atau sebaliknya. 

 

2.5 Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Berdasarkan PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan ( KSOP ) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian 

Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

dipimpin oleh seorang Kepala.  

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) mempunyai 

tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang 

keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan 

dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan 

kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan ( KSOP ) menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi 

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan 

status hukum kapal.  

b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.  

c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait 

dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah 

bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban 
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embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, 

pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas 

kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan 

penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.  

d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman 

kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, 

pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum 

dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.  

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait 

dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 

keselamatan dan keamanan pelayaran.  

f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan 

kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan 

penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.  

g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan 

daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, 

kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu 

navigasi pelayaran.  

h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan 

dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang 

dipelabuhan.  

i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui 

pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan 

serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha 

pelabuhan.  

j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional 

pelayanan jasa kepelabuhanan.  

k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan 

hubungan masyarakat serta pelaporan. 
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2.6 Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) 

Berdasarkan PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan ( KSOP ) mempunyai peran melaksanakan pengawasan, dan 

penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi 

kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara 

komersial. 

 

2.7 Pengertian Keselamatan 

Keselamatan     kapal     dan pelayaran  adalah  dua  sisi  yang  tidak 

dipisahkan, kapal   harus   mempunyai peralatan    keselamatan    antara    lain 

sekoci, life jaket,    alat    pemadam kebakaran,   dokumen   dan   sertifikat, 

kondisi   laik layar   kapal.   Kesehatan para  awak  kapal,  semua  harus  

benar benar disiapkan dan dipastikan (Andi Hendrawan : 2019) 

Keselamatan  kerja  telah  menjadi  perhatian  di  kalangan pemerintah  

dan  bisnis  sejak  lama.  Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena 

sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya  pada  kinerja  

perusahaan.  Semakin tersedianya  fasilitas  keselamatan  kerja  semakin 

sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. 

 

2.8 Pengertian Pelayaran 

Berdasarkan UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa 

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan 

maritim. 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka satu kesatuan sistem yang 

dimaksud dalam pelayaran adalah : 

1. Perairan adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan 

perairan pedalamannya. 

2. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban 
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lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan 

keamanan berlayar, perpindahan intra dan/atau antarmoda serta 

mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap 

memperhatikan tata ruang. 

3. Keselamatan dan keamanan adalah suatu keadaan terpenuhinya 

persyaratan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, 

kepelabuhan, dan lingkungan maritim. 

4. Perlindungan lingkungan maritim adalah suatu upaya untuk mencegah 

dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang bersumber dari 

kegiatan yang terkait dengan pelayaran. 

 

2.9 Pengertian Keselamatan Pelayaran 

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan dan 

keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan 

keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, 

kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 

tentang pelayaran keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi 

persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan perlistrikan, 

stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat 

penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat 

setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 

 

2.10  Pengertian Penjagaan atau Pengawasan 

Menurut Raharjo (2012 : 15) Penjagaan atau Pengawasan adalah : 

a. Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Juhir adalah 

setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan 

sasaran yang hendak dicapai. 

b. Menurut Sondang P. Siagian, pengertian pengawasan adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
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menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

c. Djamaludin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian 

pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar 

pelaksanaan kerja berjalan sesuai denganstandar yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan. 

 

2.11  Pengertian Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) 

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau Indonesia Sea and 

Coast Guard merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas 

mengamankan pelayaran di Indonesia. Terjaminnya keselamatan dan 

keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia tentunya tidak lepas dari 

peran KPLP dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga dan penegak 

peraturan perundangan di laut dan pantai. Ketentuan pada pasal 276 Undang - 

Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan 

pembentukan KPLP yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui 

Menteri. KPLP harus dibentuk berdasarkan pasal 276 Undang - Undang No. 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

 

2.12  Pengertian Hambatan 

Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang 

tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan 

seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain 

dan ingin atau perlu dihilangkan Poerwandarminta, (2016).  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah 

suatu hal yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau menghalangi 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan ini menjadi sebuah 

rintangan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu. 
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2.13  Pengertian Solusi 

Pengertian solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. 

(Munif Chatib : 2012) Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk 

memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud 

adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan solusi dimana 

orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan 

berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka 

solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan 

merupakan solusi terbaik. Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan 

ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama kita perlu mengenali apa 

sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian kita cari fakta atau bukti 

mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu kita telaah apa yang 

melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta 

latar belakangnya 2 barulah kita dapat mempertimbangkan berbagai 

kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut. 

 

2.14  Pengertian Kerja 

Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai 

profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga dapat 

diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Job performance atau actual 

perfomance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhya yang dicapai seseorang) 

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. (Mangkunegara : 2016) 

Dari pernyatan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan memungkinkan 

orang untuk dapat menyatakan diri secara objektif kedunia ini, sehingga ia 

dan orang lain dapat memandang dan memahami kebenaran dirinya. Menurut 

Camus, “tanpa bekerja hidup akan terasa tidak enak, pekerjaan yang tidak 

berarti membuat hidup tidak bergairah dan kerja merupakan sesuatu yang 
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diinginkan oleh manusia”. Henderson mengatakan bahwa “menusia perlu 

bekerja dan ingin bekerja serta pekerjaan yang berarti memberikan dampak 

fisik dan emosi. 

Ada beberapa jenis pekerjaan yaitu : 

1. Workaholic yaitu orang yang kecanduan kerja, sangat terikat pada 

pekerjaan dan tidak bisa berhenti bekerja. 

2. Workshy yaitu orang yang malas bekerja, tidak mau melakukan 

pekerjaan dan pekerjaan sesuatu yang menjijikan. 

3. Work Tolerant yaitu orang yang bekerja sedikit mungkin untuk 

mendapatkan hasil yang maksimum dan memandang pekerjaan sebagai 

sesuatu yang tidak disenangi tetapi harus dilakukan. 


